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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR /2 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN BADAN KESATUAN BANGSA

Menimbang

Mengingat

DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa
Dan Politik perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan Dan Susunan Badan Kesatuan

Bangsa Dan Politik.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupatén
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
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2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan
Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara tahun 2018 Nomor
157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa
Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 194).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

Menetapkan

dan
BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Natuna;

Bupati adalah Bupati Natuna;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom,;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam



(1)

(2)

(1)
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penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Natuna.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe B
menyelenggarakan urusan di bidang kesatuan bangsa
dan politik di Daerah.
Intensitas beban kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan

intensitas sedang.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam

melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan
bangsa dan politik di wilayah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan  golongan lainnya,
pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan

nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
da kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya,
pembinaan kerukunan antarsuku, dan intra
suku, umat beragama, ras, dé\n golongan lainnya,
fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial di Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang -
undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan
daerah di Daerah;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Bupati.

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di atur

lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



BAB IV
TATA KERJA

Pasal 4
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan
tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural,
koordinatif dan fungsional dengan Bupati melalui
Sekretaris Daerah sebagai penangung jawab urusan

kesatuan bangsa dan politik.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5
_Pembiayaan penyelenggaraan urusan pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik serta forum koordinasi
pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di
kecamatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan
Perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan

Pemerintah Umum.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

(1) Pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah yang sudah ada sebelum Dberlakunya
Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya
sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

(2) Pengisian jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini
dilakukan paling lambat pada akhir Desember 2019. |



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah  ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal \9 Desemb

‘\

)

ABDUL HAMID RIZAL

2019

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 19 QeseMber 2010

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

~
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WAN SI DI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 20(9 NOMOR (2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA PROPINSI
KEPULAUAN RIAU: \4,54 / 2019 ’
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